PERBEKEL DESA SABA
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA SABA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SABA TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SABA,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah — daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah — daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 145);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang
Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se
Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor

Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan
Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran
Tunjangan untuk  Perbekel, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang
Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan
Perangkat Desa se- Kabupaten Gianyar (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Pemberian Penghasilan Tetap Ke Tiga Belas Kepada Perbekel,



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar
(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 70);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan
Anggota Badan Permusyawaran Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020
Nomor 64);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa
Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun (Berita

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2024 Nomor 61);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Transaksi Non Tunai di Pemerintah Desa Tahun 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor
58);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2024 tentang
tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024
Nomor 62);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Tunjangan  Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa, serta Penghasilan Stap Desa di
Kabuten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2023 Nomor 46);



31.

32.

33.

34.

Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E14/HK/2024 tentang
Penetapan Standar Biaya Umum dan Satuan Standar Harga

Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Desa Saba Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Saba Perubahan Tahun
2020 - 2026;

Peraturan Desa Saba Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran Desa
Saba Tahun 2023 Nomor 02).

Peraturan Desa Saba Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Saba Tahun 2024 (Lembaran
Desa Saba Tahun 2023 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABA

dan

PERBEKEL DESASABA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SABA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 4.886.384.617,00
2. Belanja Desa Rp 7.050.813.531,00
Defisit Rp 2.164.428.914,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 2.164.428.914,00
(silpa tahun sebelumnya)

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp O
(silpa tahun sebelumnya)

Selisih

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pembiayaan (a - b ) Rp 2.164.428.914,00

Pasal 2

1 tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini:



Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Perbekel  menetapkan  Peraturan  Perbekel tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan teijadi secara berulang,

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



Pasal 6
APBDesa Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya

ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun
Anggaran 2025

Pasal 8
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saba.

_Ditetapkan di : Desa Saba

A7 BUPAT
W\

Lembaran Desa Saba Tahun 2024 Nomor 5



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SABA

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SABA
TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN AN‘(’::')‘AN KETERANGAN
1 & 3 4
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 15.000.000,00
42. Pendapatan Transfer 4.856.372.332,00
43, Pendapatan Lain-lain 15.012.285,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.886,384.617,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 1.498.224.640,00
52 Belanja Barang dan Jasa 2.152.468.391,00
53. Belanja Modal 3.239.120.500,00
54, Belanja Tidak Terduga 161.000.000,00
JUMLAH BELANJA 7.050.813.531,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.164.428.914,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.164.428.914,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.114.428.914,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 1.050.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 2.164.428.914,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00




